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ABSTRAK 

 

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya 

konversi lahan pertanian sangat signifikanterhadap alih fungsi lahan menurut 

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pasal 35 telah mengatur secara 

limitatif bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui implementasi alih fungsi 

lahan menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011dan untuk mengetahui 

Akibat Hukum pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan industri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis 

Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data 

dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, 

permasalahan dianalisis dengan teori, kepastian hukum , dan Teori Keadilan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi dalam Peraturan 

Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pasal 35 mengatur bahwa Lahan yang 

sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan 

dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi lahan dapat dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi 

bencana.Industri tidak termasuk dalam kepentingan umum yang diperbolehkan 

menggunakan lahan sawah untuk dialihfungsi.  

Terkait dengan penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian Pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah masih menganggap bahwa pembangunan hanya 

semata-mata mendorong peningkatan infrastruktur fisik, yang seringkali 

mengorbankan lahan pertanian produktif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi 

pemukiman penduduk, pembangunan infrastruktur publik serta sarana industri 

cukup mengkhawatirkan sehingga akan berdampak terhadap krisis pangan secara 

nasional maupun regional apabila tidak ditangani secara serius. Di tengah target 

swasembada pangan, perlu ada langkah serius dalam penegakan hukum dan 

proteksi maksimal terhadap lahan pertanian produktif. 
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